SALINAN

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Menetapkan

s D

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor
270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gunung Mas Nomor 270.a);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunung Mas
beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

S. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai
aparatur sipil negara yang bertanggung jawab
melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan

kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka
kredit.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan
di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahkan:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset,
c. Bidang, terdiri dari:
1. Bidang Kelembagaan, Perkembangan dan
Kerjasama Desa, membawahkan:
a) Seksi Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat;
b) Seksi Evaluasi Perkembangan Desa; dan
c) Seksi Pembangunan Partisipatif dan Kerjasama
Desa,
2. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:
a) Seksi Penataan dan Penguatan Kapasitas
Pemerintahan Desa;
b) Seksi Penataan Keuangan dan Aset Desa; dan
c) Seksi Penataan Administrasi Desa,
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan:
a) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan
Lembaga Ekonomi Desa; dan
b) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan
Teknologi,
d. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional;
dan
e. unit pelaksana teknis dinas.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 5

(1) Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
mempunyai  tugas pokok membantu Bupati
melaksanakan kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;

b. pengoordinasian kebijakan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa,
kelembagaan sosial budaya masyarakat, usaha
ckonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya
alam dan teknologi tepat guna;
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c. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat
dalam pengembangan prakarsa dan swadaya
gotong royong;

d. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat
dan pemerintahan desa serta kelembagaan yang
mendukung/mendorong pemberdayaan dan
pembangunan desa;

e. perumusan kebijakan penataan desa dan
penguatan kapasitas pemerintahan desa;

f. pelaksanaan kebijakan pembangunan partisipatif
dan kerja sama desa;

g. pelaksanaan kebijakan evaluasi perkembangan
desa dan kelurahan, pekan inovasi desa, lab site,
profil desa, serta kewenangan desa;

h. pembinaan, pelayanan, pengawasan,
pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan
Desa;

i. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan

J. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
TATA KERJA DINAS
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi
secara vertikal serta horizontal baik dalam
lingkungan Perangkat Daerah maupun instansi lain
sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
berkewajiban dan bertanggung jawab memimpin,
mengkoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk,
mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas
bawahannya masing-masing.

Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib mengikuti
dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan tanggung
jawab kepada atasannya masing-masing serta
menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit
organisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa yang berasal dari bawahan, wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan
lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-
petunjuk kepada bawahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Dinas dibantu oleh sekretaris,
kepala bidang, kepala sub bagian, dan kepala seksi.

KABAG HUKUM

KASUBBAG |

Bl

M




(6)

(7)
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Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub
bagian dan kepala seksi diwajibkan memimpin
bagian/bidang/seksi serta stafnya secara berjenjang
sesuai dengan susunan organisasi yang ada.

Uraian tugas Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang,
kepala sub bagian dan kepala seksi lebih lanjut
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

(1)

(1)

Pasal 7

Kelompok Jabatan terdiri atas Jabatan Pelaksana
dan Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.

Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Jumlah Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Jenis dan jenjang Jabatan Pelaksana dan Jabatan
Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 8

Bupati mengkonsultasikan secara tertulis calon
Pejabat pada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau
jabatan setara eselon II di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas dalam pengangkatan dan
pemberhentian kepada Gubernur atas usul
Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan
dari Tim Penilai atau Badan Pertimbangan Jabatan
dan Kepangkatan Kabupaten Gunung Mas
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala
seksi dan pemegang jabatan fungsional diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris
Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten
Gunung Mas berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dilakukan oleh Bupati sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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BAB VII
PENDANAAN
Pasal 9

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala
ketentuan mengenai Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor
36 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 383),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Ketentuan mengenai:

a. bagan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa tercantum dalam Lampiran I;
dan

b. tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa tercantum dalam Lampiran II,

sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.
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Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI GUNUNG MAS,
ttd
JAYA SAMAYA MONONG
Diundangkan di Kuala Kurun

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 494

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. 19651110 199203 1 013



aldn

DNONON VAVINVS VAVH
PR [DOTONMAL NVA P oAy VSEA VAVSVrEaE
NVIV VAVA ¥EgNNS ISHAS Ezuhmoﬁﬁamw_m“m <
‘SVIN DNNNND LLvdNg NVLVVJINVINId ISHAS NVERN
VSdd LASYV NvVd VSEA NVONVERITYAd
NVONVNTH NVVIVNIJL ISVNIVAA
ISNAS ISHES
VSEA INONOHA
VOVERAT NVIVADNEd VSAA NVHVINMANAD VHVHVASVR
NVA LVEVIVASVIR SVLISVAVY NVIVOONEd ..H.Smom Eukﬂmﬁ
NVVAVAYEgNad ISHES NVA NVVLVNEd ISHAS ISHES
| | | |
LVIVIVASVIN
NVVAVQIIgNAd VSEd NVHVILNIRIANAd vead VWVEY Uu#i Nva
HNVAIg ONVAld Eﬂﬁgﬂﬁwﬂﬂnﬂuﬁcgaﬂa
[}
:
LASY NVd NVONVNTH NVIVAVDAJITH :
‘NYVNVONFUAd NVd RNAN 1
oyaans ovadans “
m ]
i ' |
; |
................ ' TVNOISONNI NVIVEVL
JLJVRIVIIAHAAS
SVIN ONANND
NALVANEV HVINNAWId NVONNMONIT Ia
vsdd NVA LVHVIVASVIN NVVAVAQNIGWNEAd vsaa
SVNIQ VOITIHM VIVI VIVNES .—mmuzbh NVva NVd LVIVAVASVIN Am qdlI ..—..- vsSAad
SVOAL ‘ISVSINVOYO NVNASNS ‘NviNandad
ONVINEL NVVAVAAIIINdd NVA LVIVAVASVIA
610Z NOHVL LS JOWON SVl NVVAVAQIAINAd SVNIA
SVIN DNANGS LLVdNE NVANLVdd ISVSINVOIO ANIIANALS

I NVIIdAVI



i e | A

. Dyad
| T

ISV THUMANH-OYaYH E—

‘esop ueunduequad
uep ueeleproquad Suolopuswi /Funynpuail
Sued ueedequo[ey €IS eSIp ueyvluLLwad uep
jexeredisew ueedeproquiad ueyeligay uesnuwntad

‘8uofo1 Suojod efepems
uep esiexeld ueduequeSued urerep JeyerleAsel
ueeAepIlaquiad ueyeliqay ueiseurplooguad

‘esa(g

jexeIeAse|N ueeieploquad uep eung jedsl 1Sojous(al
uep wee eAep Joquins uejeejuewad ‘JedeIBASBW
[uouosa  eyesn ‘ueleserefseway eSequa]
ueeieploquiad ‘BS9( YeluLlowedd ueere3dusiaiusy
‘ese ueSueqUINIad UBp UBEJRUSd UEBISEUIpIiooguad
‘nyeaq 3ued ueduepun-guepuntad

ueinjerad uesleseploq nedng yoo uexdeiolp
dued uexeliqey ueduop rensss BSY( UBYBIULIOWD]
uep yexeIeAse|n ueeABpIIqUID] duepiq
Ip swo) ueeligoy uedejouad uep uesnwniad

"eS9(] UBp JBqBIBASB]A UeeAeplaquiod
seurq 1sSuny uep oxod seSm
eAueuesyelra] sele gemel 3undguelioq
BlLIdS  BSIp ueyeluLIawad uep
Jexfeledsew ueedeproquad uejerday
enwes  ueyduequwodusw uep eliay
ere] ‘elioy weidoid uesdejouosw elLIS
ueeuUBOURIUI ‘uesIseuIplooguaw
‘“eurquowr ‘urdwra

seul( ereday]

ISDNNA

HO3O0d SVONL

NV.LVEVI VINVN

ON

VSEd NVA LVIVAVASVIN NVVAVAQATIINTd SVNIA

ISDNNA NVA SVONL

SVIN HDNANND
NILVANEVY HVININIWId NVONAMONIT Id VSIAAd NvVd
LVIVAVASVIN NVVAVAITIINAd SVNIA VLAY VIV VIIAS
ISDNNA NVA SVOHAL ‘ISVSINVOAO NVNASNS ‘NVNnanaad

DNV.LNI.L

610Z NOHVL 25 NOWON
SVIN DNANND 1LVdNEg NVANLVIEd
II NVIIdINV'T



NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

10.
1 7

perumusan dan sinkronisasi kebijakan teknis
pembangunan partisipatif dan kerja sama desa;
pengoordinasian perencanaan pengembangan
evaluasi perkembangan desa, pekan inovasi desa;
pengoordinasian, pembinaan penguatan kapasitas
pemerintha desa;

pemberian masukan dan usulan serta saran dan
pertimbangan kepada Bupati baik dalam menyusun
kebijakan daerah serta pemecahan masalah dalam
rangka pembinaan yang berkaitan dengan
pengembangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa;

pembagian tugas kepada Sekretaris dan semua
Kepala Bidang dilingkungannya sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing pada Sekretariat
maupun Bidang;

penilaian terhadap kinerja bawahan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi.

Sekretaris

Memberikan pelayanan teknis dan
administrasi kepada semua pihak
baik pelayanan ke dalam maupun
keluar pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa yag meliputi
urusan kepegawaian, keuangan,
umum, perlengkapan, penyusunan
program dan penyusunan pelaporan
dinas serta bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan
ketentuan lain untuk kelancaran tugas sehari-hari,
pengoordinasian penyusunan rencana, program dan
anggaran di bidang kelembagaan, perkembangan
dan kerja sama desa, pemerintahan desa, serta
pemberdayaan masyarakat;

penyusunan dan merencanakan program/kegiatan
serta langkah-langkah pada sekretariat sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas;
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

10.

Ll.

pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah-
tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip
dan dokumentasi;

pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan, perencanaan dan
pelaksanaan kerja sama pembangunan,
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
pengoordinasian semua tugas dengan masing-
masing bidang;

penyelenggaraan urusan surat menyurat,
perencanaan, keuangan dan kepegawaian, rumah
tangga, keamanan, kebersihan, dan urusan lainnya
yang belum diuraikan di bidang lain;
pengoordinasian penyusunan laporan bulanan,
triwulan dan tahunan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dan data laporan sekretariat
dan bidang;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan
sekretariat kepada Kepala Dinas baik secara tertulis
maupun secara lisan disertai dengan
saran/pertimangan untuk mendapatkan petunjuk
sera arahan lebih lanjut;

penyusunan informasi urusan kepegawaian,
keuangan, umum, perlengkapan, penysusunan
program dan pelaporan dinas pada sekretariat
sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
pengelolaan barang/aset milik daerah/kekayaan
negara;
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

12.

13.
14.

pembagian tugas kepada sub bagian di bawahnya
sesuai dengan uraian tugas dan fungsi;

penilaian terhadap kinerja bawahan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi.

a. Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

Menyelenggarakan pengelolaan

urusan kepegawaian, tata usaha,
rumah tangga, kerja sama,
kehumasan, protokol, kepustakaan

dan dokumentasi

SIS

10.

11.

penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian;

pelaksanaan urusan rencana kebutuhan pegawai;
persiapan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin
pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;

pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unut
(RKBU) dan urusan pengadaan;

pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan
kebersihan;

persiapan bahan evaluasi kelembagaan dan
ketatalaksanaan;
penyusunan rencana/program pelaksanaan

kegiatan urusan umum dan kepegawaian sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas;

penyusunan dan penelitian berkas-berkas serta
memeriksa surat-surat masuk dan keluar yang

berkenaan dengan administrasi umum dan
kepegawaian;
penyelenggaraan administrasi umum dan

kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam
menetapkan kebijakan pengelolaan data
kepegawaian;

penyusunan bahan koordinasi bidang kepegawaian |
dan kelembagaan; |
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

14.

15.
16.

pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas dan
kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan
Aset serta melaporkan kepada atasan baik secara
tertulis maupun lisan disertai saran/pertimbangan
untuk mendapatkan petunjuk dan arahan lebih
lanjut;

penilaian kinerja bawahan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Kelembagaan,
Perkembangan dan Kerja Sama

Desa.

Melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis, pembinaan, serta
pemantauan dan evaluasi di bidang

kelembagaan, perkembangan
kerja sama desa.

dan

perencanaan perumusan kebijakan di bidang
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, evaluasi
perkembangan desa, potensi desa, perencanaan
pembangunan partisipatif dan kerja sama desa;
pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan
lembaga kemasyarakatan, evaluasi perkembangan
desa, potensi desa, perencanaan pembangunan
partsipatif dan kerja sama desa;

pelaksanaan pembinaan, koordinasi di bidang
pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, evaluasi
perkembangan desa, potensi desa desa,
perencanaan pembangunan partisipatif dan kerja
sama desa;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan,
evaluasi perkembangan desa, potensi desa,
perencanaan pembangunan partisipatif dan kerja
sama desa;
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

10.

(8
12.

pengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan
Seksi Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat dan
melaporkan kepada atasan baik secara tertulis
maupun secara lisan disertai saran/pertimbangan
untuk mendapatkan petujuk serta arahan lebih
lanjut;

penilaian terhadap kinerja bawahan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi.

b. Kepala Seksi Evaluasi

Perkembangan Desa

Melakukan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan,  pemberian  bimbingan
teknis, fasilitasi, pemantauan serta

evaluasi Perkembangan Desa.

penyusunan bahan rencana dan anggaran Seksi
Evaluasi Perkembangan Desa;

penyusunan bahan rencana kebijakan dibidang
fasilitasi pedoman evaluasi perkembangan desa,
potensi desa, pelaksanaan lomba desa, Pekan
Inovasi Perkembangan Desa (PIN), lab site, profil
desa dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM);

penyusunan  bahan koordinasi pelaksanaan
kebijakan dibidang fasilitasi pedoman evaluasi
perkembangan desa, potensi desa, pelaksanaan
lomba desa, Pekan Inovasi Perkembangan Desa
(PIN), lab site, profil desa dan pelaksanaan Bulan
Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);

pelaksanaan bimbingan, pembinaan, fasilitasi
evaluasi perkembangan desa, potensi desa,
pelaksanaan lomba desa, Pekan Inovasi

Perkembangan Desa (PIN), lab site, profil desa dan

pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM);
KABAG HUKUM] KASUBEAG |
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

10.
11.

pelaksanaan koordinasi, fasilitasi kegiatan lomba
desa, Pekan Inovasi Perkembangan Desa (PIN),
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
pelaksanaan pemantauan evaluasi perkembangan
desa, potensi desa, pelaksanaan lomba desa, Pekan
Inovasi Perkembangan Desa (PIN), lab site, profil
desa dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM);

pembagian  tugas, membimbing, mengawasi,
mengoreksi hasil kerja bawahan dan memberi
petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Evaluasi Perkembangan Desa;

penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan
Seksi Evaluasi Perkembangan Desa;

pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas dan
kegiatan Seksi Evaluasi Perkembangan Desa serta
melaporkan kepada atasan baik secara tertulis
maupun secara lisan disertai saran/pertimbangan
untuk mendapatkan petunjuk serta arahan lebih
lanjut;

penilaian terhadap kinerja bawahan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi.

c. Kepala Seksi Pembangunan
Partisipatif dan Kerjasama
Desa.

Melakukan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis dan pemantauan
serta evaluasi pembangunan
partisipatif dan kerja sama desa.

penyusunan bahan rencana dan anggaran Seksi
Pembangunan Partisipatif dan Kerja Sama;
penyusunan bahan kebijakan di bidang
pembangunan partisipatif dan kerja sama desa;
persiapan bahan koordinasi pelaksanaan
pembangunan partisipatif dan kerja sama desa;
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

10.

11.
12.

pelaksanaan pembinaan, pendampingan dan
bimbingan teknis pelaksanaan Musyawarah Desa,
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa,
Penyusunan Dokumen RPJMDesa, dan Dokumen
RKPDesa;

persiapan bahan fasilitasi, pendampingan kerja
sama pemerintah desa;

pelaksanaan fasilitasi, pendampingan kerja sama
pemerintah desa;

pelaksanaan pendampingan evaluasi Dokumen
RPJMDes, Dokumen RKPDes dan evaluasi kerja
sama pemerintah desa;

pembagian  tugas, membimbing, mengawasi,
mengoreksi hasil kerja bawahan dan memberi
petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Pembangunan Partisipatif dan Kerja Sama Desa;
penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan
Seksi Pembangunan Partisipatif dan Kerja Sama
Desa;

pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas dan
kegiatan Seksi Pembangunan Partisipatif dan Kerja
Sama Desa serta melaporkan kepada atasan baik
secara tertulis maupun secara lisan disertai
saran/pertimbangan untuk mendapatkan petunjuk
serta arahan lebih lanjut;

penilaian tugas kinerja bawahan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi.
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

Kepala Bidang Pemerintahan

Desa

Melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan kebijakan, pembinaan,
pemberian bimbingan teknis serta
pemantauan dan evaluasi di bidang
Pemerintahan Desa.

pengoordinasian penyelarasan kebijakan Nasional,
Provinsi dengan kebijakan skala Kabupaten tentang
Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

penyusunan rencanakan kebijakan di bidang
penataan desa, penguatan kapasitas pemerintahan
desa, penataan keuangan, aset serta administrasi
desa;

pengoordinasian rencana kebijakan penataan desa,
penguatan kapasitas pemerintahan desa, penataan
keuangan, aset serta administarsi desa;

pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis
penataan desa, penguatan kapasitas pemerintahan
desa, penataan keuangan dan aset desa serta
administarsi desa;

pendampingan, fasilitasi penyusunan APBDesa,
laporan pertanggungjawaban pemerintah desa dan
pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa dan
aset;

penyusunan bahan pelaksanaan pemilihan BPD,
Kepala Desa, Perangkat Desa, penamaan kode desa;
penyusunan bahan penataan kewenangan desa,
urusan pemerintahan desa, struktur organisasi
pemerintah desa, dan produk hukum desa;
pembagian tugas kepada seksi dibawahnya sesuai
dengan uraian tugas dan fungsi,

pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas dan
kegiatan di Bidang Pemerintahan Desa dan
melaporkan kepada Kepala Dinas baik secara
tertulis maupun secara lisan disertai dengan
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

10.
11.

saran/pertimbangan untuk mendapatkan petunjuk
serta arahan lebih lanjut;

penilaian terhadap kinerja bawahan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi.

a. Kepala Seksi Penataan dan
Penguatan Kapasitas
Pemerintahan Desa

Melakukan penyiapan penyusunan
bahan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis dan
pemantauan penataan dan penguatan
kapasitas pemerintah desa.

penyusunan bahan rencana dan anggaran Seksi
Penataan dan Penguatan Kapasitas Pemerintahan;
persiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang
penataan desa dan penguatan kapasitas
pemerintahan desa;

pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan
kebijakan penataan desa, penguatan kapasitas
pemerintahan desa;

pelaksanaan fasilitasi pemilihan BPD, Kepala Desa |

dan pengangkatan Perangkat Desa;

pelaksanaan fasilitasi dan bimbingan teknis
penataan kewenangan desa, urusan pemerintahan
desa, struktur organisasi pemerintahan desa dan
produk hukum desa;

pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis
dalam penguatan kapasitas pemerintah desa dan
BPD;

persiapan bahan koordinasi penilaian kinerja BPD,
dan pemerintah desa;

persiapan bahan koordinasi penamaan kode desa;
pembagian  tugas, membimbing, mengawasi,
mengoreksi hasil kerja bawahan dan memberi
petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Penataan dan Penguatan Kapasitas Pemerintahan
Desa;
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NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

10.

1.

12,
13.

penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan
Seksi  Penataan dan  Penguatan  Kapasitas
Pemerintahan Desa;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan
Seksi  Penataan dan  Penguatan Kapasitas
Pemerintahan Desa kepada atasan baik secara
tertulis maupun secara lisan disertai
saran/pertimbangan untuk mendapatkan petunjuk
serta arahan lebih lanjut;

penilaian terhadap kinerja bawahan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi.

b. Kepala Seksi Penataan
Keuangan dan Aset Desa

Melakukan

penyiapan

penyusunan kebijakan,
bimbingan teknis dan pemantauan
serta evaluasi penataan keuangan dan

aset desa.

bahan
pemberian

penyusunan bahan rencana dan anggaran Seksi
Penataan Keuangan dan Aset Desa;

penyusunan bahan kebijakan di bidang penataan
keuangan dan aset desa;

penyusunan bahan koordinasi penetapan dana desa
(DD), alokasi dana desa (ADD), dana bantuan
keuangan (DBK), bagi hasil pajak dan retribusi
dalam rangka penyusunan APBDes;

pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan
fasilitasi penyusunan APBDes;

pelaksanaan pembinaan, pendampingan
penatausahaan keuangan desa, pelaporan keuangan
desa, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
pelaksanaan pendataan/pencatatan aset desa;
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NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

10.

11.

pembagian  tugas, membimbing, mengawasi,
mengoreksi hasil kerja bawahan dan memberi
petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Penataan Keuangan dan Aset Desa;

penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan
Seksi Penataan Keuangan dan Aset Desa;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan
Seksi Penataan Keuangan dan Aset Desa kepada
atasan baik secara tertulis maupun secara lisan
disertai saran/pertimbangan untuk mendapatkan
petunjuk serta arahan lebih lanjut; I
pelaksanaan penilaian terhadap kinerja bawahan;|
dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi.

c."i{epala Seksi Penataan

Administrasi Desa

penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian  bimbingan
teknis dan pemantauan serta evaluasi
di bidang penataan administrasi desa.

Melakukan

penyusunan bahan rencana dan anggaran Seksi
Penataan Administrasi Desa;
penyusunan bahan kebijakan
administrasi pemerintahan desa; |
penyusunan bahan koordinasi kebijakan penataan |
administrasi pemerintahan desa;

pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan
pendampingan penyusunan administrasi umum,
kependudukan, keuangan, pembangunan desa;
pelaksanaan evaluasi dan pemantauan
perkembangan penyusunan administrasi umum, |
kependudukan, keuangan, pembangunan desa;

penataan |
1
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. NO

NAMA JABATAN

TUGAS POKOK

FUNGSI

pembagian  tugas, membimbing, mengoreksi,
mengawasi hasil kerja bawahan dan memberi
petunjuk kepada bawahan di lingkungan Seksi
Penataan Administrasi Desa;

penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan
Seksi Penataan Administrasi Desa;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan
Seksi Penataan Administrasi Desa kepada atasan
baik secara tertulis maupun secara lisan disertai
dengan saran/pertimbangan untuk mendapatkan
petunjuk serta arahan lebih lanjut;

penilaian terhadap kinerja bawahan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Melaksanakan penyusunan,
pelaksanaan kebijakan, dan
pemberian bimbingan teknis, serta
pemantauan dan evaluasi di bidang
pemberdayaan masyarakat.

penyelarasan kebijakan nasional, provinsi dengan
kebijakan skala kabupaten dibidang pemberdayaan
masyarakat pedesaan, pengelolaan sumber daya
alam (SDA), pemanfaatan teknologi tepat guna
(TTG), dan penguatan lembaga ekonomi pedesaan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat pedesaan,;

penyusunan Kkebijakan pemberdayaan masyarakat
pedesaan, pengelolaan sumber daya alam (SDA),
pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG), dan
penguatan lembaga ekonomi pedesaan;
pengoordinasian kebijakan pemberdayaan
masyarakat pedesaan, pengelolaan sumber daya
alam (SDA), pemanfaatan teknologi tepat guna
(TTG), dan penguatan lembaga ekonomi pedesaan;
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10.
11.

pengoordinasian bimbingan, pendampingan
pemberdayaan masyarakat pedesaan;
pelaksanaan bimbingan, fasilitasi
pengelolaan sumber daya alam
pemanfaatan teknologi tepat (TTG);
pelaksanaan  bimbingan, fasilitasi penguatan
lembaga ekonomi pedesaan (BUMDes, pasar desa);
pelaksanaan pemantauan perkembangan
pemberdayaan masyarakat pedesaan, pengelolaan
sumber daya alam (SDA), pemanfaatan teknologi
tepat guna (TTG) serta penguatan lembaga ekonomi
pedesaan;

pembagian tugas kepada seksi di Bidang
Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan uraian
tugas dan fungsi; ]'
pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat kepada Kepala
Dinas baik secara tertulis maupun secara lisan
disertai saran/pertimbangan untuk mendapatkan
petunjuk serta arahan lebih lanjut;

penilaian terhadap kinerja bawahan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi.

peningkatan
(SDA)  dan

a. Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Penguatan
Lembaga Ekonomi Desa

Melakukan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan pelaksanaan,
dan pemberian bimbingan teknis
serta pemantauan dan evaluasi di
bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Penguatan Lembaga ekonomi
desa

penyusunan bahan rencana dan anggaran seksi
pemberdayaan masyarakat dan Penguatan Lembaga
ekonomi desa;
penyusunan bahan kebijakan di bidang
pemberdayaan masyarakat dan Penguatan Lembaga
ekonomi desa;
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13.

14.

15.

16.

1Y,
18.

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat pedesaan;

pembagian  tugas, membimbing, mengawasi,
mengoreksi hasil kerja bawahan dan memberi
petunjuk kepada bawahan dilingkungan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Lembaga
ekonomi desa;

penyusunan pelaporan dan dokumentasi kegiatan
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan
Lembaga ekonomi desa;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan
Lembaga ekonomi desa kepada atasan baik secara
tertulis maupun secara lisan disertai
saran/pertimbangan untuk mendapatkan petunjuk
serta arahan lebih lanjut;

penilaian terhadap kinerja bawahan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi.

b. Kepala Seksi Pemanfaatan
Sumber Daya Alam dan
Teknologi

Melakukan penyiapan bahan
penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan
teknis dan pemantauan serta evaluasi
di bidang pemanfaatan sumber daya

alam dan teknologi.

penyusunan bahan rencana dan anggaran Seksi
Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna
(TTG);

penyusunan bahan kebijakan di bidang sumber
daya alam dan teknologi tepat guna;

pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi kebijakan
di bidang sumber daya alam dan teknologi tepat
guna;

pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis
pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan
lahan serta pelestarian lingkungan hidup;
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